PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEDN

NOMOR : 04 TAHUN 1982
TENTANG
BIAYA PENYIARAN

DENGAN RAXHMAT TUHAN YANG MAHA TSL
BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT II KiBUIEN

Menimbang : a. bahwa pasal 58 ayatl (2) Undang-Undang liomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok~Pokok Pemerintahan di Daerah menentukan =
" Dengan Peraturan Daerah Jitetapkan oungutan Pajak dan =

" Retribusi Daerah "3

3

b, bahwa Radio Siaran Pemerintah Daeral Xsbumen disamping me,
laksanakan fungsi utamanya sebagal mass juga membexri ke ~
sempatan kepada umum guna menylarkan peNgUmUIRIL, iklan ,

" pilihen pendengar dongaln dipungut biaya ;

ce bahwz ngar pungutan blaya penylaran tersebub mempunyal lan
dasan hukum scbazaimans mestinya perlu mengetur dan me =
nuanglksnnya dalam suebu Peraturan Daexah,

Mengingat ¢ 1. Undang~Undang No.5 Tohun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerine
tahan ¢.L Daerah ;

2e Undang-Und::’mg Wo.12 Tahun 1950 %entang Pembentukan Daerah=
Daerah iabupaten daiam lingkungan Propinsl Jawa Tengah Jo.
Peratur: n Pemerintah Ne.32 Tehun 1950

3. Undang-ndang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan v
- __Retribuisi Daerah.

e
Dengan persetujuan Dewan PerwakIlan-Rakyat Dacrmh Jabupateon Daerah Ting
¥at II Kebumen , T

MEMUTUSKA®N:

Menetapkan: PE RATURAN 1DAERAH YABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN TENTANG
BIAYA PENYI! RAN .

BAB I
} B TENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Persturan Dacrah iv i yang A3malesud dengon ¢ .
1--3;.3?;{1)&.‘61 Kepala Daerah ! Bupati Kepela Daeral Tingkat II Kebumen. .
2+ ReSePsDe i\ Radio Siaran Femerinbah Daerah/Unit Pemancar =
" Radio milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kebumene
J}BGngumuman Berite non komersinl vang jisinrkan agar dlke =

N tahul umum.

4, Ix1lan . . Pemuwjlan atau penowaran sesuvatu barang/jasa -

‘ yang bersifot komersicl dengan uraian/ungkapan
untuk memikat perha tian umum dengan maksud nyata
untuk memperoieh keuntungan material.

5. Pllihan pendengar . Peosoyan lagu tertentu amsuk sisiarken dan dal tu
jukan kepado sesceransg dengan disertal uc&pan/-
pesan fTersontis '

-
BAB I—‘- '.0...!'.‘....0..

—— b



BAB iT

PENYIARAN MELALUI R4SeP.D.
Pasal 2

(1) Atas pemuintaan, RSPD dapat menylarkan pengunuma n~pengumumn, iklan-
dan pilihan pendengax yang berasal dard umum dengan dipungut biaya

penylaran,

(2) Tatacara permintaan penyleran dimksud ayat (1) pasal ini diatur oleh
Bupati Kepala Daerah.

(3) Penyiaran pengumimn yang berasal dari Instansi Pemerintah tidalk di -
kenakan pungutan biaya penylaran.

"BAB  IIT

BIAYA FPENYIARAN
Pasal 3

(1') Blaya penyiaran yang merupaken penerimaan daemh adalah sabagal beri-
ku .

A, Pengumuman :

ae Pengumuman daxd Dinas/Instansi. bail Daerah maupun Vertilkal atau
Panitia yang dibentukny& ®eegoesecoentrrs0Pra0OeO P = b (<] b a 8

bs Pengumumen tentang berita keluarge/lelayu untuk 1 kali siaran -

."‘...‘O......l.....ll...‘...'l.‘.l""..l.'.".'.'b ba:s

¢. Tersebut sub b leblh darl 1 kall siaran, untuk tiap kali siazan

..0.0'.0.0'..'00'....0.0l'.ll...ll..O'.Q...OO"CO.R Rp. 100"-

ds Berita kehilangan amak/anggota keluarga lain wibuk 4 kali siaran

Ooooooqooooo.qcooooo.lo-oo-‘-ooo'oncoﬁpoooon'oooo = Rp. 2009“

6. Berita kehilangan hewan atau ba ang untuk 1 kall siaran eceecee

M R I . Rp. 200,"

By Pilihan Pendengar : .
Kartu pillihan pendengar 1 kell disiarkan ( satu formulir),=Rp,50,~
C, Promosi Niaga 3
. Be Sponser program/wayang-kulit semalam Suntuk sessee= Rp, 10,000,~

bs Sponsor progrem sandiwara, ketoprak, dagelan wayang orang tizp
.: 1 kell 1 jﬂm @I 00 grPeLINPOLEOILIOEOPOIOIVYIOCOERBOIEOOTOGES = RP- 1'5001"'_

0. Promogsl produksi 1 kali siaran (] spot) mksiml 1 menit ter -
masuk Jlustiagl lagu ®esvsesceconsereersesrensse = LRD, 2503"

de Promosi show/film 4 kali siaran (4 spot) mlksiml 1 kali 3 me~
nit tem&suk ilustra,si muglk Cscgorcsvoessanpege = Rpc 500,"

{2) sebagai bukti telah dllunasi suatu biaya penylermn dimeksud ayat (1)
pagal inl, kepnda Yyang bersangkutan diberilan %anda penerimman,

BAB IV
PETUGAS DAN EBEINTUXK NASKAH TAITDA PENERIMAAN
Pasnnl 4

(1? Bupati Kepala Daemh mengiangkat petugas penerims biaya penylaran die-
mksud pasal 2 Peraturan Daerah ini atas usul Kepala RSPD,

£2) Bupati Kepala Dmorah menantukan pengadaan, bentuk dan naskoh tanda =
penerimaan tersebut ayat (2) pasal 3 Peraturan Daermh ini berikut ta=-
taoaim pembukuan,

BAB v .'Q'...'...Ol'l.‘..‘..'O.



BAB V
KB THEITULL PURALIHAN
Pegal 5
Hod=hal yang belum oukup diatur dalam Peraturan Deerah inl sepanjang me=
ngennd pelaksamnannya akan dlatur kemudian oleh Bupati Kepala Daeroh.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pagal 6

(1) Peratumn Deerah int mulai berlaku sajek horl pertama setelah diun -
dangkan.

(2) Sesat saat mulai berlaltunya Peraturan Daerah ini, ditarik kembali
Poraturan Deerah Kabupaten Daecrah Tingkat II Kebumen Nomoxr 05 Tahun
1978 tentang " Radio Siaran Pemerintah Doerah Studio Indrakila™ - -
tanggal 27 Maret 1978,

Kebumen , 4 Januari 1982,
PEVAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUe  BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT

PATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN . KEBUMETN.,
Ketua, :
( SINGGIH RAMELAN ) ( Drs.DADLIONO J UDOPRAJITNO)

Di undangkan pada tanggal 27 Jonuarl 1983
Datlanm lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1983 Sexi B,

Sekretaris Wilayah/Daexrch

Sgepaxpo  SH,
NIP.010 013 919,

Disahkan Dengan Surat Hoputusan Gubernur Kepala Daermh Tingkat I
Jawa Tengah Tanggal 14 Desomber 1982 No. 188.3/329/1932,



PENJELASAN
PERATURAN DALRAE KABUPATEN DAERAH TINGKAT IX KEBUMEN
NOMOR s 04 TAHUN 1982
TENTANG
BIAYA  PENYIARAN

ToU M U M

Dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Got ong =
Royong Kabupaton Kebumen tanggal 30 Oktober 1968 Nomor 35/SK/DPRDGR
toloh disahkan semh torima suntu unit pemncar mdio menjadi Roddo
Pemorintah Daerah Kabupaten Kebumen,

Sejak soat itu, unit kerja Radio Pemerintoh Dnemh Kabue
paton Kobumen sudah menjadi swatu bagion dalam strulctur organisasi -
Pomerintah Kabupaten Dacroh Tinglat II Kebumen,

Didalan melaksannknn tugas/fungsinya sebagai suatu mazs~redia, Radlo
Pomerintah Daoroh Kabupaten Kebumen dapat melayani umum dalan menylox &
kan pengumimanepongumuman, promesi niaga dan jugn pilihan pondengar,

Atos pemberian jasa tersebut, diadakan pungutan boxrupa -
Ylaye penyiaran, ;
Agex pungutan blaya penylaron itu mempunyai londasan hukun, meko segne~
la geswtunya diatur dengan/dalon suatu Poratumn Dnermh, Dikecualikan
dard pembayaran biaya penyilaran adaglah penylaran berdta/ponguaurmn -
yang berasal darli Instansi Pemerintah,

Untul ketertiban administmsi, Bupati Kepala Daerah monunduk potugns
yeng diserahl tugas sebagal penerim bdinya penyiaran, begitu pula ton
tong pengadaan, bentuk don naskaoh tanda peneriman bioyo penylormn e
sorte tatceara pembukuannys aken diatur oleh Bupati Kepala Dnormh Soe
swl dengan Peratumn Perundang-Undangan yang berlaku,

" Akhirnyo oleh karena pada tanggel 27 « 3 1978 sebemn rmyn
sudah ditetaplon Peratumn Daexh tentong ' Radio Siaran Pemorintah
Daerah Studio Indrmkila® namn disebabkan sotu don lain hol belunm die |
sahkan oleh Pejabat yang berwemang pula mterd yong diatur kini sudah
tidak sesucd lagl dengan porkembangon keadaan ( terutema mengenni bentu
fuk orgamdsosinya) mka demi ketertiban administmsi serta kepastian
hulrur, Peratumn Daernh dimnksud perlu ditarik kembald,

IX, PASAL DEMI PASIL 1

Pagal 1 8/d 6 1 oukup jelas.
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